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" Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu
Kaum sehinggda mereka merubah keadaan.”
Q.S. Ar-Ra'd (13);: 11"

Joy v guy 3y 3 o

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh
ia akan mendapatkan
dan barang siapa yang berjalan (suaiu proses)
ia akan sampai".

Y Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan 1erjemahnya,
{Semarang: CV . Toha Puua, 1989), him. 370.
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1. Konsonan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Nama | Huruf Latin Nama
Arab
| Alif tidak tidak dilambangkan
dilambangkan
o ba b be
] ta t te
& sa ] es (dengan titik di atas)
z ji J je
C ha b ha (dengan titik di bawah)
d kha kh ka dan ha
4 dal d de
. T zal i zet (dengan titik di atas)
*Ir J ra : T er
J zai z zet
o sin s es
oa syin sy es dan ye
ua sad $ es (dengan titik di bawah)
ua dad d de (dengan titik di bawah)
) ta t te (dengan titik di bawah)
h za z zet (dengan titik di bawah)
' ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
¢ gain g ge
[ fa f ef
G qaf q ki
d kaf k ka




d lam - 1 el
p mim m em
O nun n en
3 wau w we
5 ha h ha
$ hamzah ¢ aprostop.
¢ ya o/ ye
IL Vokal Pendek

s ( Fathah ) ditulis:a
_( Kasrah ) ditulis: i
S ( Dammah ) ditulis : u

HI. Vokal Panjang

1. Fathh + alif, ditulis &
<Gla W ditulis Jahiliyyah
2. Fathh + va mati, ditulis va
= ditulis yas'a
3. Kasrah + ya mati, ditulis 1
Asae  ditulis majid
4, Dammah + wawu mati, ditulis @

vay i ditulis furiig
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IV. Vokal Rangkap

1. Fathah = y&' mati, ditulis ai
aSiy ditulis bainakum
2. Fathaah = wawu mati, ditulis au
J8 ditulis qaul

V. Marbutah

Ta marbutah pada akhir kata
1. Bila dimatikan , ditulis h

s ditulis hibah
LYRSTN ditulis jigyah

Kecuali kata yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti

salat, zakat

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
alll 4.5 ditulis nikmat Allah

Ohill €5 ditulis zakat al-firi

3. Kalau pada kata yan terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka
dibaca h

4yadl  ditulis al- madinah
JulY!  ditulis raudah al-atfal

V1. Syadda (Tasydid)

Syaddah (tasydidi) dilambangkan dengan tanda transliterasinya sama
dengan huruf yang diberi syaddah, contoh :

Vi



U3,  ditulis rabbana
83 ditulis iddah
VII. Kata Sandang = Al

a. Diikuti huruf Syamsiyah: huruf lam diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang tersebut. contoh :
wsasdl  ditulis asy-syamsu
o6& ditulis an-Nahru
b. Diikuti oleh huruf Qamariyah: huruf lam tetap, tanpa perubahan sesuai
dengan bunyi. Contoh :
adll ditulis al-Qamaru

wa¥!  ditulis al-Ardu

VIHL Vokal-vokal pendek vang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

aprostop
aull ditulis a’antum
A S8 oY ditulis 1a’in syakartum
IX. Penulisan kata-kata dalam rangleaian Lalimat dapat ditnlic menurut bunyi
atau pengucapannya dan menurut penulisannya,
wagilla ¢3 ditulis zawil-flird atau zawi al-farud
Gl Jal ditulis ahlus-sunnah atau ahl as-sunnah

Sedangkan dalam skripsi ini yang akan digunakan adalah penulisan

dengan cara kedua.
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BABI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Isu formalisasi syari’ah Islam akhir-akhir ini muncul kembali dan
telah menjadi wacana penting baik dalam ranah intelektual maupun politik.
Isu ini dipicu oleh usulan dari FPP dan FBB untuk mencantumkan “tujuh
kata” dari Piagam Jakarta dalam amandemen pasal 29 Undang Undang
dasar 1945 pada Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Pasal 29 UUD 1945 pada akhirnya tetap dipertahankan dan tuntutan
pencantuman Piagam Jakarta ditolak.” Hal ini diakibatkan kekhawatiran
bahwa pencantuman Plagam Jakarta berarti akan merubah dasar uegara
Pancasila.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah dan
selalu menjadikan Islam untuk memegang peranan yang signifikan dalam
berbagat kehidupan berbangsa dan bermnegara. Islam dalam prespektif
pengikutnya bukanlah sekedar doktrin an sich yang hanya berkutat pada
dimensi spiritual dan eskatologis. Namun, ia menjadi nilai dan sumber

motivasi yang khas dalam sejarah politik hukum yang selalu memberikan

Y Forum Keadilan, No. 19, {3 Agustus 2000, him, 17-18.

“Pada Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia dalam pembahasan
amandemen UUD 1945 ke empat yang disahkan 10 Agustus 2002, pasal 29 UUD
1645 tidak dirubah.
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warna dalam setiap gerak roda perjalanan bangsa. Qleh karena itulah maka
aspirasi umat Islam untuk memberlakukan syari’ah Islam di Indonesia
selalu mengemuka dalam setiap tahapan sejarah di tanah air.

Lebih lagi sekarang ini, ketika terjadi krisis multidimensi di
Indonesia telah berakibat pada memudarnya kepercayaan politik yang
berbasis sekuler, maka muncullah keinginan untuk kembali kepada nilai-
nilai alternatif yang berbasis Islam.” Hal ini dianggap wajar, didasarkan
pada hak untuk menentukan sendiri bagi semua yang mengaku warga
Mushm  mayoritas, untuk menetukan legiimasi hak kolektif dalam
menentukan nasib sendiri berdasarkan tatanan tradisi dirinya.“’Termasuk
dalam upaya penegakan syari’ah Islam di Indonesia.

Namun apaya apiemeniass  svaocah isiam doindonesiy daian
perjalanan sejarahnya tidak lepas darm hubungan antara agama (Islam) dan
negara yang selalu mengalami dinamika. Ketika upaya penegakan hukum
Islam dilakukan secara legal formal maka harus berhadapan dengan negara,
vang menganut sistem negara hukum (recht staat) berdasarkan Pancasila

Dalam konteks politik hukum, suatu produk hukum senantiasa
dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang menyerlainya dan (elah

melahirkan  karakter produk  hukum sesuai dengan visi politik

) M. Tnadun Rahmat, “Jalan Altemnatif Syariat Islam”, dalam Jurnal
Tashwirul Afkar, No. 12 Tahun 2002, him. 2-5.

9 Abdullahi A. An-Naim, Dekontruksi Syariah I, Alih bahasa Ahmad Saudy

dan Auniruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hiin.3.



pemerintah. Jika umat Islam menawarkan produk hukum maka harus
sesuai dengan visi pembangunan hukum pemerintah.

Politik hukum masa Orde Baru diarahkan pada cita-cita pemba-
ngunan bangsa schingga menuntut adanya kestabilan politik, yang
meniadakan penggunaan idiologi lain selain Pancasila, sedangkan Orde
Reformasi lahir dengan keterbukaan politik yang diarahkan pada upaya
mereformasi segala lini kehidupan.

Karena realitas politik berkata demikian maka umat Islam dituntut
untuk melakukan strategi  yang tepat dan efektif supaya bisa
mengimplementasikan hukum Tslam dalam sistem hukum yang telah
berlaku sehigga tidak menimbulkan kecurigaan negara dan pada saat yang
saina negata mengakomaodin ketentuan tykwm isiam

Proses mendialogkan kemngiman umat {sfam untuk menerapkan hukum
Islam agar sesuai dengan visi negara dan sebaliknya, harapan negara agar
produk hukum vyang ditawarkan kepada umat Islam efektif dalam
pelaksanaan, menimbulkan format yang berlainan dan menarik untuk dikaji
lebih lanjut dalam skirpsi im.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas maka
dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut: Bagaimana Politik

Hukum Islam di Indonesia pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi ?

Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998).
lilin. 14



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan skripsi ini adalah untuk
mendesknipsikan dan  menganalisis tentang format penegakan syariat Islam
dalam percaturan politik hukum masa Orde Baru dan awal Orde Reformasi
di Indonesia.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kontribusi terhadap khasanah intelektual dalam kajian tentang
politik Islam.

2. Memperkaya khasanah keilmuan untuk mendorong pengkajian yang lebih
kritis tentang kebijakan-kebijakan politik yang diterapkan dalam sebuah

negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya tulis yang membahas tentang masalah politik

Islam di Indonesia baik yang berbentuk buku, kumpulan tulisan maupun
dalam bentuk karangan tersebar.

Untuk kajian tentang politik hukum disertasi Mohammad Mahfud MD,

yang telah dibukukan dengan judul, Politik Hukum di Indonesia.®

% Moh. Mahtud MD, Politik Hukum di.Indoneia, (Jakarta: LP3ES, 1998),
hlin. 14.



Selanjutnya adalah buku berjudul Politik Pembangunan Hukum Nasional
yang disunting oleh Mohammad Busro Mugoddas.”

Beberapa buku yang membahas tentang hubungan antara Islam dan
negara di Indonesia antara lain buku karangan Bahtiar Effendy yang
berjudul Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik
Istam di Indonesia.®Buku ini membahas tentang hubungan antara Islam dan
negara di Indonesia, di dalamnya diurai tentang kiprah politik Islam dari
periode revolusi, liberal dan Orde Baru yang masing-masing memiliki corak
yang berbeda. Dilanjutkan dengan penelitian oleh M. Syafi’i Anwar dalam
bukunya Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia.” Peranan kaum intelektual
Islam untuk menggelindingkan gerakan kultural pada masa Orde Baru,
seinigga il isiam idak fags dipengeirkan oleh negara. Sebaltknya, justru
umat Islam menjadi partner yang akan membantu negara untuk menentukan
masa depan bangsa. Pada pembahasan yang kurang lebih sama adalah karya

Maskuri  Abdillah yang berjudul Demokrasi di Persimpangan Makna;

") Politik Pembangunan Hukum Nasional, penyunting Busro Mugoddas,
(Yogyakarta: Ul Pess), 1992.

% Bahtiar Efendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek
Politik Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1997),

) M. Syafi'i Anwar,Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Cet. I (Jakarta;
Paramadina, 1995)



Respon Intelektual  Muslim tentung  Konsep Demokrasi. Selanjutnya
Aminuddin dalam judulnya Kekuatan Islum dan Pergulatun Kekuasaan di
Indeonesia."

Jika buku di atas lebih menitikberatkan pada hubungan antara Islam
dan kekuasaan di Indonesia, Bustanul Arifin telah mengkhususkan
pembahasan tentang sejarah pelembagaan hukum Islam di Indonesia dalam
Pengadilan Agama sebagai usaha menghidupkan kembali hukum Islam. Ini
terangkum dalam buku Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar
Sejarah, Hambaran, dan Prospeknya.’® Penelitian selanjutnya dilakukan
oleh Marzuki Wakhid hasil dari tesis di UIN Svarif Hidayatullah Jakarta
vang f(elah  dibukukan dalam judul Figh Mad-hab Negara: Kritik Atas
DOdiak Hamane (Name e dndonesar U Penehitian i membahas, wentang
keterlibatan negara dalam mengimplementasikan hukum Islam yang
terwuyjud dalam  aturan Kompilasi hukum Islam (KHI). Menurutnya, proses

legislasi hukum Islam terwujud dalam KHI tidak lepas dari kepentingan

19 Maskuri Abdillah,  Demokrasi di  Persimpangan  Makna; Respon

Intelekrual Muslim terhadap Konsep Demokrasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).

’DAminuddin, Kekuatan Islam dan Pergulatan  Kekuasaan di

Indeonesia.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

')Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah,

Hambatan, dan Prospeknya,(Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

'YMarzuki Wahid dan Rumadi, Figh Madzhab Negara;: Kritik Atas Politik

Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: LKiS, 2001 ).



negara dengan kehendak politiknya. Upaya positivisasi hukum Tslam
terangkum dalam buku karya Qodry Azizy yang berjudul Elektisisme
Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dengan Hukum Umum. 1)
Penelitian berbentuk skripsi yang membahas tentang perjuangan
syariat Islam adalah karya Aang Dahlan, mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga
jurusan Perbandingan Madzhab angkatan 1997, dengan judul legislasi
Hukum Islam dalam Konstitusi Negara: Study Perbandingan Piagam
Jakarta dan Piagam Madinah. Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang
upaya formalisasi hukum Islam dalam sebuah negara dengan melakukan
perbandingan antara Piagam Jakarta dan Piagam Madinah
Namun, sejauh yang penulis ketahui, belum ditemukan penelitian
yang secara kKhusus menfokuskan pada poliik hukum Islam pada masa Orde

Baru dan awal Orde Reformasi.

. Kerangka Teoretik

Pemberlakuan hukum Islam dalam sebuah negara tentu tidak lepas
dari diskusi tentang hubungan antara agama dan negara. Setidaknya
sekarang ini pemikiran tentang hubungan keduanya telah melahirkan tiga
aliran yang berbeda, pertama, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-
mata agama dalam pengertian Barat, Islam merupakan agama yang lengkap

yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan

1-'0Qodry Azizy, kilektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Aniara tukuin

Islam dengan Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).



bernegara. Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah tidak
berhubungan dengan masalah ketatanegaraan. Menurutnya, bahwa Nabi
Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul biasa yang keberadaannya tidak
dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Aliran ketiga
berpendapat bahwa dalam TIslam tidak terdapat sistem ketatanegaraan,
namun juga tidak seperti pemahaman Barat (sekuler) tetapi di dalamnya
terdapat seperangkat tata nilai etika kehidupan. 15
Meskipun terdapat perbedaan dalam memahami hubungan antara
agama dan negara, namun ketiganya sepakat bahwa agama dalam politik
Islam  beperan untuk membuat kebijaksanaan guna mewujudkan
kemaslahatan umat agar tidak terhindar dari subtansi ajaran dasar dan
pokok syanat istam: ™ Oleh karsna ity fiegara bagaimana pun mempunyai
peranan yang penting bagi berlakunya hukum Islam.
- Pandangan tentang wajibnya penegakan syari’ah Islam dalam negara,
menurut Tbnu Taimiyyah merupakan tujuan pokok didirikannya negara.
Wilayah (organisast politik) bagl persoalan kehidupan sosial manusia

merupakan keperluan agama yang terpenting, tanpa tompangannya agama

1) Munawir Sjadzali, fslam dan Tata Negara: Ajaran,Sejarah, dan
Pemikiran, (Jakarta: Ul Press, 1993), him. !-2.

0 . Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintaham dalam Piagam
Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur 'an, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), him. 5.



tidak akan tegak kokoh. mBegitu juga hal-hal yang lain yang menyangkut
ibadat yang diwajibkan olah Allah SWT seperti jihad, menegakan keadilan,
haji, melakukan upacara-upacara ritual, membela yang teraniaya, tidak akan
terwujud kecuali adanya quwwah dan imarah. Pandangan yang sama adalah
pendapat Abu A’la al-Maududi, bahwa menegakan sistem kehidupan yang
Islami dengan sempurna tanpa mengurangi dan mengganti adalah tujuan
ditegakannya ne:gara.nﬂ Bagi Al-Ghazah hubungan ini adalah hubungan
ketergantungan, karena agama diletakkan sebagai dasar menciptakan
kebahagiaan hakiki, sehingga meletakan politik sebagai bagian dari ilmu
pengetahuan yang berkaitan dengan agama Dalam pengertian yang lain
dapt dipahami bahwa negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan
dan menjadt alat untuk melaksanakan syan ah, mewujudkan kemasltahatan
rakyat, menjamin urusan duma dan akherat.')

Sclanjutnya, Muhammad Tahir Achary, hubungan syari’ah (hukum
Islam) terkait dengan negara dan apama. Dalam Islam tidak dikenal
dikotomi antara baik antara agama dannegara maupun antara agama dan

hukum, teori ini dikenal dengan lingkaran konsentris. Dalam hal ini

by Taimiyyah, as-Sivasa asy-Svar'ivvah, ( Beirut, Dar al-Kitab al-
'Arabiyya, 1969), him 138.

'*) Abul A'la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan: Fvaluasi Kritis atas
Sejarah Pemerintahan Islam, Alih bahasa Muhammad al-Basir, (Bandung: Mizan,
1990), him. 104,

19) Al-Ghazali, /hya Ulum ad-Din, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz.I, him.
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pengaruh agama sangat besar sekali terhadap hukum, begitu juga agama
merupakan sumber utama dari hukum disamping rasio sebagai faktor
komplementer.

Keberadaan hukum Islam di Indonesia secara historis telah mengakar
dalam kehidupan bangsa mulai zaman penjajahan Belanda, namun
keberadaanya selalu terkait dengan politik hukum yang menyertai sehingga
mengalami perubahan. Ial ini bisa dilihat dari teori hukum Islam dalam
lingkup negara yang mengalami perkembangan yaitu teori: receptio in
complexu, receplie, receplie exit, receptic u contrario™ Keberadaan hukum
Islam yang berlaku di Indonesia ialah hukum yang bersumber pada pranata
sosial kehidupan masyarakatm. Hal ini membuktikan telah terjadinya proses
JidiOEis altdia MuRdi Istain dongan oudava dan PETREMDANEAN SOSI0L0EIS
masyarakart.

Setelah  Indonesia merdeka keberadaan hukum Islam dijadikan
sebagai sumber wuwtoritative yang berarti hukum Islam merupakan sumber
hukum yang telah mempunyai ketetapan hukum, yaitu ketika Piagam

Jakarta dianggap menjiwai UUD 1945.%) Namun demikian, masih ada yang

) Jihat Yuhaya S. Praja (pengantar), Hukum Islam di {ndonesia: Pemitiran
dan Praktek, (Bandung: Rosda Karya, 1991), him. x.

20) Amir Mu'allim dan Yusdani, /jitihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan
Fungsi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hln. 159.

2) Yyhaya S. Praja, fbid. hlm. xi.
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menganggap kedudukannya belumlah cukup jika tanpa disertai hubungan
yang formal. Akibatnya, usaha formalisasi dilakukan oleh para tokoh dan
aktivis politik Islam agar Islam dijadikan dasar negara dengan perjuangan
memasukan Piagam Jakarta dalam konstitusi UUD 1945. Dalam prakieknya
usaha ini sulit diwujudkan dan selalu mengalami kegagalan.

Dengan demikian maka perlu langkah baru yang lebih menekankan
pada pendekatan subtantif yang memungkinkan hukum Islam bisa

%) Demikian pula supaya hukum Islam menempati

diakomodir oleh negara.
kedudukan yang pasti oleh negara sebagai bagian dari sistem hukum
nasional.

Mayoritas umat Islam tampaknya menganggap implementasi hukum
istaini dapai diakomodasi tanpa iegislasi foumai sebagai hukony isiam, ietaps
cukup dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam
hukum nasional. Integrasi prinsip-prinsip tersebut sangatlah mungkin
Khususnya dalam kerangka hukum nasional yang diciptakan oleh orang
Indonesia sendiri.

Dalam prespektif hukum Islam, hukum positif Indonesia dapat
diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: perfama, hukum positit yang
sejalan dengan hukum Islam, seperti hukum keluarga. Kedua, hukum yang

tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti hukuman perampokan dan

pembunuhan, Ketiga, hukum positif yang bertentangan dengan hukum

) Juhaya S. Praja, Hukum Islam di., him, 273
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Islam, seperti definisi zina dalam KUH Pidana.m Untuk hukum Islam kedua
yang pertama, hendaklah terus diperjuangakan, sedangkan yang perlu
dirubah adalah yang terakhir.

Dalam bingkai negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila, agar
dalam realisasinya mudah diwujudkan maka yang perlu dibangun adalah
membangun hubungan yang baik antara Islam dengan negara dengan cara
memasukan nilai-nilai Islam dalam produk hukum, tanpa menjadikan Islam
sebagai agama negara. Jika itu sudah dilakukan, selanjutnya perlu adanya
strategi  perjuangan pencgakan hukum [slam yang mengedepankan sifat
inklusif, integratit tanpa harus legal formal 2

Pinsip ini sesuai dengan usaha mewujudkan negara yang haldarun
rbotun wer raphie gagur Sebagg) konsekuenst dan  perintah untuk
melaksanakan ya 'muruna bi al-ma'ruf wa yan hauna ‘ani al-munkar, >

Perjuangan untuk memasukan nilai-nilai Islam dalam hukum positif

perlu dilakukan peran aktif dalam proses legislasi nasional terutama dilakuk

-l Masykuri Abdillah, “Aspirasi Umat: Antara {stamisasi dan Humanisasi”,

dalam Syari'ar Islam Yes, Syari'ar Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam

-

Amandetnen UUD 1943, (EA.): Kwniawan Zein, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.
18-19.

) Bahtiar Effendy, Agama dan Negara., him. 194-195.

26) Saba® (34) : 15, Al-A’raf (7) - 58, dan lbrahim (14) : 35.

2 Ali tmran (3) : 104, 110, dan 114
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an oleh lembaga legisltaif. Dalam penelitian Mohammad Mahfud MD
menyimpulkan bahwa hukum merupakan produk dar politik.m Sehingga
keterlibatan dalam proses legislasi sangat penting, mengingat lembaga
inilah yang akhimya berperan untuk memberi kebijakkan selain lembaga
eksekutif. Disamping itu, partai-partai yang mengatasnamakan Islam
sebagai asasnya harus sejalan searah dalam tujuan yang sama dan dukungan
terhadap partai yang tidak mengatas namakan Islam.

Selain itu, upaya internalisasi nilai-nilai dengan tanpa menyebutkan
sccara formal sebagai hukum Islam dapat dilakukan, sebagaimana pendapat
Kuntowijoyo tentang  strategi objektifikasi hukum Tslam dengan

memasukkan nilai-nilai  hukum Islam yang didukung oleh gerakan-gerakan

Dalam prespektit politik hukum Istam, bahwa sistem hitkum terbagi
menjadi dua macam: pertama, produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid
figh berdasarkan atas metodelogi yang iereka ciptakan. Kedua,
kebijaksanan para pakar politik untuk merealisasikan kemaslahatan dalam
menghadapi perkembangan zaman. Macam yang kedua ini disesuaikan
menurut situast dan kondisi para ahli tersebut, sejauh tidak menyimpang

dari  batasan agama dan dasar-dasarnya secara totalitas, dengan

2) Noh. Mahfud MD, Politik FHukum di. him. 7

) Kuntowijoyo, Identitas Politik (/mat Islam, (Bandung: Mizan, 1997),

il 05,



mengutamakan kemaslahatan."aDemikan Juga dengan produk hukum yang
harus didasarkan dengan hukum Islam disesuaikan dengan situasi dan

kondisi yang menyertainya, termasuk dalam produk perundang-undangan.

F. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di
atas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian
kepustakaan (/ibrury reseurch), yaitu penelitian yang ditekankan pada
penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan
baik data primer maupun data sekunder
2 Sifat Peaclitian
Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik
vakni dengan cara menggambarkan data vang berkaitan, untuk
selanjutnya © dianalisa secara kualitatif sampai sejauhmana konsep
tersebut  dapat ditransformasikan dalam kchidupan politik berbangsa dan
bermegara di Indonesia.
3. Pendekatan Masalah
Berdasarkan pada pokok masalah dalam skripsi ini, menggunakan

pendekatan historis sosiologis vaitu dengan cara menclusuri scjarah

39 Abul Wahlab Khallal, Politik Hukum [siam, alih bahasa Zainuddin
Axnan, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1994), him. 5-6
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pertumbuhan perkembangan (rincian historis) dari masalah yang
dipaparkan. Disamping itu, penyusun juga menggunakan pendekatan
yuridis, di sini diperlukan untuk melihat lebih jauh tentang konfigurasi
politik yang mempengaruhi terhadap produk hukum.,
4. Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan
menggunakan metode deduktif. Metode induktif merupakan langkah
analisis data dengan cara menerangkan data khusus, dalam skripsi ini
penyusun berangkat dari data-data yang berupa karya yang berkaitan
dengan persoalan impelementasi hukum Islam dalam sistem hukum
nasional di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun berangkat
dati Jala-data vang berhailan dongan penclhitian, baik berupa  buku,
karangan ilniah, jurnal penehitian, media massa, media elektronik dan

data lainnya yang mendukung penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tidak terjadi pembahasan yang tumpang tindih dan untuk
konsistensi pemikiran maka penulis membuat susunan sistematika
pembahasan yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling
menunjang antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.

Pada hab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan
tentang latar belakang permasalahan yanga akan dicari jawabannya, tujuan

dan kegunaan peneclitian, tclaah pustaka yang berisi penelitian yang
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berhubungan, serta kerangka teori yang merupakan kajian tentang berbagai
teori yang pernah ada serta yang akan digunakan dalam penelitian ini.
Metodelogi penelitian yang digunakan dalam sekripsi ini juga terangkum
dalam bab ini.

Bah kedua, adalah pembahasan tentang politik hukum pemerintah pada
masa Orde Baru dan Orde Reformasi, yang disertai dengan sejarah pada
periode keduanya. Pada bab ini juga dibahas tentang kedudukan hukum
Islam dalam politik hukum Indonesia.

Sedangkan hah ketiga, dibahas tentang dinamika aspirasi umat Islam
untuk menegakan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antara agama
dan negara pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi, dan perkembangan
nukum isiam daiam penede iersebui

Pembahasan  mengenai  format penegakan hukum Istam dengan
berbagai pendekatan dibahas dalam bud kecmipat. Dilanjutkan dalam bab
kelima adalah bab penutup yang akan dikemukakan kesimpulan dari skripsi

N1 dan Saran-saran dan penyusuii,



A, Kesimpulqn

BAB V

PENUTUP

Perjuangan umat Islam untuk menegakan hukum Islam di Indonesia
terkait dengan; periuma, hubungan antara agama dan negara yang selalu
mengalami dinamika. Kedwa, kemampuan umat Islam untuk membuat
strategi yang tepat untuk mengimplementasikannya dalam politik hukum
pemerintah.

Pada awal Orde Baru (1965-1985), pemikiran untuk
mengaktualisasikan hukum Islam harus disertai hubungan formalistis
dengan cita-cita memjadikan Islam sebagai dasar negara. Kekhawatiran
ncpara terhadap wmat Istaim berimplikasi pada minimiya keterlibatan vinat
islam dalam proses pengambilan keputusan. Negara tidak memberi
kesempatan terhadap aktifis Islam untuk masuk dalam struktur kekuasaan.
Akibatnya, secara struktural umat Islam lemah, schingga tidak bisa
mempengaruhi  negara dalam mengeluarkan produk hukum yang sesuai
dengan hukum Islam, saat itu hukum lslam mengalami penurunan (negatif).

Masa pertengahan sampai akhir Orde Baru (1985-1998), setelah umat
Islam tidak lagi mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara, pemerintah
mulai memasukkan tokoh Islam dalam birokrasi kckuasaan, dan mcreka
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan

termasuk dalam produk hukum. Agar implementasi produk hukum itu
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mudah dilaksanakan, tokoh Islam yang berada di luar stuktural melakukan
pemahaman hukum masyarakat secara kultural. Akibatnya pada masa itu
produk hukum negara banyak yang sesuai dengan hukum Islam, dan sisi
yang lain hukum itu mudah dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesadaran
hukum masyarakat (perkembangan positit).

Ketika Orde Reformasi lahir (1998), para aktifis yang terlibat dalam
struktur kekuasaan dan mereka yang berada di luar struktur kurang terjadi
proses dialog. Produk hukum Tslam dalam proses pembuatannya lebih
banyak dilakukan oleh tingkat atas (struktural} dan kurang mempertimbang-
kan perkembangan mayarakat. Lahimya Undang-undang zakat misalnva.

dalam aplikasinya sulit dilakukan (perkembangan positif konstitusional).

2 g R

Perjuangan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia harus dilakukan
oleh semua komponen masyarakat. Oleh karena itu penting dilakukan
peruangan . yang icrpadu mchiputi: perfama, bagi lembaga legislatif dan
eksekutif  untuk memperjuangkan niali-nilai  Islami  dalam  produk
hukumnya. Kedua, mereka yang secara aktif masuk dalam institusi birokrasi
untuk membangun cita-cita yang sama untuk mengaktualisasikan hukum
Islam. Ketiga, perlunya gerakan kultural dan pendidikan guna meningkatkan
pemahaman hukum Islam  ditingkat masyarakat. Keempat, pentingnya

gerakan kesadaran hukum secara individu mulai dari dirinya sendiri.
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TERJEMAHAN

No.

F.N,

Him

Terjemah

55

48

Héi orang-orang yang b_eri;mn masui(l_ah kantm T(ew

dalam Islam keseluruhannya...

104

Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama
apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa
yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang
telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan

Isa...

104

Makanlah olehmu dan rizki yang (dianugrahkan)
Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya.
(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu)
adalah Tuhan Yang Maha Pengampun. '

.

r‘ Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh |

|
1 subur dengan izin Allah. i

i

[
<
+

| Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, |
|jadi_kanlah negeri im1 (Mekkah), negeri yang aman,

{ dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada |

|[ menyembah berhala-berhala. {
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